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SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3
huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Talrun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O1 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimala telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67361;
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2O22 lenlatg Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

6. Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,'fambah:an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali teral<hir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keualgan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67s71;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2077 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O17 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6O41);
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1 I . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6730);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O13 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentalg Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 547);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2O16
tentang Pengelolaan dan Kodelikasi Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor
2083);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 14);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunal dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Ta}rrun 2O2l
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi,
dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KE"TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur ialah Gubemur Papua Tengah.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua

Tengah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah

dalam ralgka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang
dapat dij adikan milik Daerah berhubung dengan hak dan
kewajiban Daerah tersebut.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencana.rn, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan
pengawasan Keuangan Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Pusat yang ditetapkaa dengan undang-undang.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dao DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

9. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasilikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian
keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas
hasilnya.

1O. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praklik spesifik
yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penJrusun.rn
dan penyajian laporan keuangan.

1 l. Standar ..... / 5
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11. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
men)rusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

12. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan,
beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporal finansial
berbasis akrua-l, serta mengakui pendapatan, belanja dan
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran
berdasarkan basis yang ditetapka-n dalam APBD.

13. Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judu1, nomor dan
tanggal efektif.

14. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar,
konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh
Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam meny'usun dan
menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk
memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuaagan
terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

15. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan
fungsi akuntansi sejak arralisis transaksi sampai dengan
pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan
daerah.

16. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi
unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja,
pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan
termuat pada laporan keuangan entitas pelapor€rn yang
bersangkutaa.

17, Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan.

18. Pengungkapan adala.l. iaporan keuangan yang menyajikan
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

19. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan zrnggaran,
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

20. l,aporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari
SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

2I. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu.

22. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam
pendapatan-LO, bebal dan surplus/defisit operasional dari
suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan
dengan periode sebelumnya.

23.Laporan ....16
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23. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal
peiaPoran.

24. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE
adalah laporan yarrg menyajikan informasi mengenai
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/ defisit-Lo, koreksi dan ekuitas akhir.

25. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat
CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daJtar terinci atau analisis atas nilai suatu pos
yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK
dalam rangka pengungkapan yang memadai.

26. Satuan Kerl'a Peraagkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/Pengguna barang.

27. Satuan Kerl'a Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD ada-lah unsur penunjang Urusan
Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakal
Pengelolaan Keuangan Daerah.

28. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu)
atau beberapa Program.

29. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaarl anggaran untuk
melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

30. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagran kewenaagan PA
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

31. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan
kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

32. Pej abat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakaa pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

33. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

34. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna baralg yang wqjib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

35. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari
satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungiawaban berupa laporan
keuangan.

36. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah daerah dan tidak perlu dibayat kembali oleh
pemerintah daerah.

37. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

38. Belanja ....... / 7
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38. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

39. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menumnkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.

40. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggar€rn berikutnya.

41. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan /atau
dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena a-lasan sejarah dan
budaya.

42. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa 1alu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi pemerintah daerah.

43. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang
merupakan selisih anta-ra aset dan kewajiban pemerintah
daerah.

44. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oieh kepala daerah
untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar
seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

45. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk
dapat direalisasikan atau dimiliki unruk dipakai atau d{ual
dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

46. Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan
dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat
jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan
secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan
pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

47. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di
bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang
sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari
risiko perubahan nilai yang signifikan.

48. Kas ada-lah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap
saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintahan.

49. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid
yarrg siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko
perubahan nilai yang signifikan.

50. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh
manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau
malfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuart
pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

51. Investasi ...... /8



-8-

51. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera
dipe{ualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka
manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual
investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko
rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

52. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
pemerintah daerah dan/ atau hak pemerintah daerah yang
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pe{ anjian / atau
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
atau akibat lainnya yang sah.

53. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah taksiran nilai piutang
yartg kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya
dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi
dan/atau entitas lain.

54. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern
manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang
berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengaa
net realizable value-nya.

55. Penghapustag'han piutang adalah penghapusan piutang
berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang
menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi
pemerintah secara hukum darr ekonomik.

56. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas
untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban
sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

57. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yarrg
dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan daJam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

58. Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat ka-rena
adanya hubungan Limbal balik antara entitas akuntansi Satuan
Ke{a Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi
saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD

59. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan
untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

60. Investasi pern€rnen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

61. Investasi nonpeEnanen adalah investasi jangka panjang yang
tidak termasuk dalam investasi permanen.

62. Aset tetap adalah aset berwujud yErng mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.

63. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang
dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk
memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi
sampai dengan aset tersebut da-lam kondisi dan tempat yang
siap untuk dipergunakan.

64. Nilai tercatat (carrying zrmount) aset adalah nilai buku aset,
yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi
akumulasi penlrusutan.

65. Penyusutan ada.lah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa
manfaat aset yang bersangkutan.

66. Nilai sisa ...... /9
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66. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh
pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran
biaya pelepasan.

67. Konstruksi dalam penge{aan adalah aset-aset yarrg sedang
dalam proses pembanguna-n.

68. Klasifrkasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat
atau fungsinya dalam alrtivitas operasi entitas yalg terbagi
dalam klasifrkasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan
Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan
Kontruksi Dalam Pengerjaan.

69. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk
dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan
dalam kondisi siap dipakai.

70. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan
bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kaator, dan
peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi
siap pakai.

71. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah daerah dart dalam kondisi siap dipakai.

72. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan
yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau
dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap
dipakai.

73. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang
diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

74. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

75. Aset tidak berwrrjud adalah aset nonkeuangan yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki
untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau
digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan
intelelrtual.

76. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi pemerintah.

77. Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang
diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

78. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewqiiban pemerintah
daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak
tanggal pelaporan

79. Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang
PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain
yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai
pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes,
Taspen, dan Taperum.

8O. Utang Papua ..... / 1O
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8O. Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus
dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena
pemerintah mempunyai utang jangka pendek yalg antara lain
berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang
yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang
jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang
lainnya.

81. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakaa bagian utang
jargka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar
negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan a1<an dibayar
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

a2. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul
karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan
tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum
diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

83. Ekuitas adalah kekayaan bersih pernerintah daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
daerah pada tanggal iaporan.

a4. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah daerah.

85. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah
untuk menampung selumh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

86. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasa-l
dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran
sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang
diperkenalkal.

87. Sisa kbih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah
selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan
belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam
APBD selama satu periode pelaporan.

88. Surplus/defrsit-LRA adalah selisih lebih / kurang antara
pendapatan-LRA dan belanja selarna satu periode pelaporan.

89. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA adalah pendapatan yang
diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah
sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
arnggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

90. Pendapatan Transfer-LRA atau sering disebut Dana
Perimbalgan ada-1ah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksalaal Desentralisasi.

91. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah dan/atau Bendahara Pengeluaran yang mengurangi
Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun angga-rarl
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah.

92. Perrtbiay aan ...../ll
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92. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun
tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran
pemerintah daerah terutama dimaksudkal untuk menutup
deiisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

93. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan
pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi
perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman
yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi
pernanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

94. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman
kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah,
pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun
anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

95. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yarrg
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

96. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.

97. Koreksi ada-lah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos
yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai
dengan yang seharusnya.

98. Kesa-1ahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan
tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi
laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

99. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahal
kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat
informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi,
atau perkembangan lain

100. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi
atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu
fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan
operasi dapat dihentikan tanpa mengg.rnggu fungsi, program
atau kegiatan yang lain.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Tengah
menerapkan SAP Berbasis Akrual.

(2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Tengah
terdiri atas:
a. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan
b. Kebijakan Akuntansi akun.

(3) Kebijakan ....... I t2
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(3) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan memuat
penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang
berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan
keuangan.

(4) Kebijakan Akuntansi akun mengatur defrnisi, pengakuan,
pengukuran, dan pengungkapan transaksi atau peristiwa
sesuai dengan SAP atas:
a. pemilihan metode akuntansi atas Kebiiakan Akuntansi

dalam SAP; dan
b. Pengaturan yang lebih rinci atas Kebijakan Akuntansi

dalam SAP.
(5) Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah secara terinci

tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian yang
tidak terpisahkal dalam Peratural ini.

BAB III
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 3

Dalam rangka pertanggungjawaban
Laporal Keuangan disusun oleh:
a. Entitas Akuntansi; dan
b. Entitas Pelaporan.

pelaksanaan APBD,

Pasal 4

(1) Datam ralgka pertanggungiawaban pelaksanaan APBD,
Entitas Akutansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Huruf a untuk unit pemerintahal wajib menyusun laporan
keuangan tahunan paling rendah terdiri atas :

a. LRA;
b. Lo;
C. LPE;
d. Neraca;dan
e. CaLK.

(2) Dalam rangka pertanggungkawaban pelaksanaan APBD,
Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b wajib menyusun dan menyajikan laporan
keuangan tahunan paling rendah terdiri atas :

a. LRA;
b. LPSAL;
c. Neraca;
d. Lo;
e. LAK;
f. LPE;dan
g. CaLK.

(3) Dalam ......1t3


